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\YANG MAHA ESA

@hgkat pertama, dalam
perkara cerai talak

'- [ 1982, agama Islam,

a@bagai Pemohon;

bertempat tinggal di

ei 1986, agama Islam,
bu Rumah Tangga, bertempat

D / paten Pohuwato dan sekarang
.‘-;...... a@tya baik di dalam maupun diluar
@/ uan Republik Indonesia, sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 23 April 2024, dengan register
perkara nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil

permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
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A) Kecamatan Sukolilo |,
Akta Nikah  Nomor

ohon tinggal bersama
Kecamatan Sukolilo I,
femudian pindah dan

XXXXXXXXX, Sampai

gga Pemohon dan
a Termohon sering
bertengkar karena
gatakan uang yang di
lagi kepada Pemohon
PEtani, sementara semua

sering di berikan kepada

aret 2023 Termohon pergi
FC Dergi bekerja di hutan selama dua
mah, Termohon sudah tidak berada di

Sampar—deng ekarang dan Pemohon tidak mengetahui
keberadaan Termohon baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik
Indonesia, dan sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak ada hubungan batin dan Termohon sudah tidak mempedulikan
Pemohon;

5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga
sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak
pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,
berdasarkan surat keterangan (GHOIB) Nomor: 140/MJ-
TLDT/SK/90/1V/2024 tanggal 23 April 2024;
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sebagaimana dimaksud
un 1975, dan untuk itu
gama Marisa kiranya

yang timbul dalam

dlhon mohon kepada

a berbunyi sebagai

xX) untuk menjatuhkan
xxxx) di depan sidang

ini berkekuatan hukum

gesuai peraturan yang berlaku;

pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sesuai dengan relaas nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 13 Mei
2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan
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urat gugatan Pemohon

Akta Nikah Nomor :
oleh Kantor Urusan
Jawa Tengah, telah

lengan aslinya, diberi
g saksi yang masing-

/ yi, tanggal 25 Maret 1982,
/, pat tinggal di Desa XXXXXXXXX,
pah menurut agama Islam dan

adapan persidangan yang pada

aksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon

karena saksi adalah paman dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan

belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di

rumah kediaman bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXX;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dari tahun
2020 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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ngar Pemohon dan Termohon

dapakah keluarga sudah

linggal 28 Agustus 1986,
pertempat tinggal di Desa
bersumpah menurut agama

; ii rangan dihadapan persidangan
@Y Hetfiel, DOKE :

LY / .
al engenal dengan Pemohon dan Termohon

adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan

belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di

rumah kediaman bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXX;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dari tahun
2020 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di
persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
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gan, Termohon telah dipanggil

ata bahwa tidak datangnya

hildikabulkan sepanjang

endamaikan pihak
engurungkan niatnya

dengan demikian
sal 82 Undang-Undang
bagaimana telah diubah

perubahan kedua dengan

dak dapat dilaksanakan mediasi
ahun 2016, karena Termohon tidak

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak
kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah
tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah
sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak pernah memberikan jawaban atau bantahan karena Termohon tidak
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erintahkahkan kepada

va, hal ini didasarkan

hukum, Hakim telah
giNomor 7 tahun 1989
di menyatakan “Setiap
njuk suatu peristiwa
suatu hak orang lain,
3 gidikemukakan itu,” oleh

Eﬁ .-. d3 @hon untuk membuktikan

s

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup,
dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Agustus 2019, dicatatkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I,
Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan sampai saat ini keduanya masih

dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi,
di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan
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saksi sebagaimana yang
memperhatikan ketentuan

tersebut dapat diterima

mohonan Pemohon

emukan fakta hukum

sliami istri sah yang
dikaruniai anak;
p bersama di rumah

Karti Jaya, Kecamatan

Sering terjadi perselisihan

: i\vm-.ulml telah berusaha mendamaikan namun tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dalam
petitum angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
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&asan perceraian yaitu adanya

antara suami istri dan tidak

on dengan Termohon,
dang telah memenuhi

jomor: 38 K/AG/1990
gung RI. Tahun 1996
bahwa perceraian
arus  mempersoalkan
dalam rumah tangga,
apakah masih dapat

ini  Hakim akan

pertengkaran dalam rumah

fisik antara Pemohon dan

sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa
tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara
Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya,
serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami
istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama
sejak dari bulan Maret 2023, keduanya tidak lagi saling memedulikan dan
sudah tidak ada komunikasi yang sehat diantara keduanya sebagaimana
layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis, kondisi ini

merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
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casu Pemohon dan

m jangka waktu yang

Agung RI Nomor 379
gan keluarnya salah
inggal bersama dan
bahwa telah terjadi
, serta Yurisprudensi
September 2003 turut
Empat tinggal dan tidak
danya perselisihan dan
idup rukun dalam rumah

ap dari Pemohon yang tetap
tidak ingin mempertahankan rumah
(8 ya d ) oleh Hakim Tunggal dalam setiap

r
N!&hnrﬂ a0

Pemohon yang seperti ini adalah bentuk sikap yang sudah tidak lagi peduli

perhasil. Maka Hakim menilai bahwa sikap dari

terhadap keutuhan atau keberlangsungan masa depan rumah tangganya dan
sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, sehingga apabila rumah tangga
Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan maka hal ini tidak akan membawa
kepada kebaikan, yang sebaliknya hanya akan menambah rasa kebencian
yang semakin dalam dan akan mengakibatkan kehancuran yang lebih besar
lagi bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

dapat dikatakan pecah (broken marriage) sudah sangat sulit untuk dirukunkan
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na perkawinan sebagaimana
omor 1 Tahun 1974 tentang
ebih salah satu pihak (in
tidak mempertahankan
sudah dapat dikatakan
tangga yang sakinah,
-Qur'an surat Ar-Rum

> Ol ail &ep
sy Jass le-n-“
03)19-3 PB—EJ

ialah Dia menciptakan
? O\ / sendiri, agar kamu
‘r,,q ---_-....— a, dan Dia menjadikan di
-v-_,...f— guh, pada yang demikian itu
esaran Allah) bagi kaum yang

adalah perbuatan halal yang paling

AL TSARERSSaDL@@ahila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu
parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya
akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak
yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya. Dalam suatu kaidah figih
dikatakan bahwa:

allasll > (s paiio auwlaall s,

Artinya:  Menolak  kemudharatan lebih  utama daripada  menarik
(mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera

diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi
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Disclaimer

gan Termohon), sesuai dengan

bangan-pertimbangan hukum
alasan perceraian yang diajukan

a8 ang Yiglalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
e i 9 . Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islamnya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian
permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan

sidang Pengadilan Agama Marisa;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



BN perundang-undangan yang

perkara ini;

l I
Menyatakan Termohon yang telah dipan
W Em\ x L

untuk menghadap sidang, tidak hadir;
A—— |

il secara resmi dan patut

Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

) untuk menjatuhkan
X) di depan sidang

Pgrgadilan Ag
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
N N
sejumlah Rp840.000,00 d’elaan ratus%mt puluh ribu rupiah);
\Y
U
\0" “‘\ .’l
413 3 cHo U .'\,. NE D 1 1
N 1;<\thMA‘ SK 5 / engadilan Agama Marisa
'g /t A Masehi bertepatan dengan

A ad Rifki Fuadi, S.H.l. sebagai
an pada hari itu juga dalam sidang
put, didampingi oleh Haris Hunowu, S.H.

!uuw,,r.n dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.l.
Panitera Pengganti,
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 15
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



